
 

 
 
 
 
 

 

WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR  8 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  

NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN 

 KERUGIAN DAERAH 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PASURUAN, 
 

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan 
Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka 
perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 
51 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelesaian 
Kerugian Daerah; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Undang-Undang … 
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2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 

 

 

 

9.  Peraturan … 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3241); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4488) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 33 Tahun (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4652); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor   
140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4738); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533); 

 

 

17.  Peraturan … 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014        
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran        
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
199); 

19. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti 
Keuangan Negara terhadap Bendahara; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua 
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
21 Tahun 2011; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 
2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja 
Sama Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang 
Milik Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036);  

24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02        
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota  
Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran      
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08); 

25. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 
2014 tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian 
Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 
2014 Nomor 51); 

26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 

 

 

27.  Peraturan … 
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27. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan 
Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah 
Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65); 

28. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan 
Tahun 2016 Nomor 65); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 51 
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN 
KERUGIAN DAERAH. 

 
 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kota 
Pasuruan Tahun 2014 Nomor 51) diubah sebagai 
berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 8 
 

(1) Untuk menyelesaikan kerugian daerah, 
Walikota membentuk TPKD yang ditetapkan 
dengan Keputusan Walikota. 

(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 

a. Ketua : Sekretaris Daerah 

b. Wakil Ketua : Inspektur 

c. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset 

d. Anggota, terdiri dari:  

1. Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretaris Daerah; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 

 

 

3.  Kepala … 
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3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat 
Daerah; dan 

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

(3) Sebelum menjalankan tugasnya, TPKD 
mengucapkan sumpah/janji di hadapan 
Walikota sesuai dengan tata cara berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) TPKD berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 9 
 

(1) Sekretaris TPKD dalam menjalankan tugasnya, 
dibantu oleh Sekretariat TPKD. 

(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berada pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset. 

(3) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 

a. Bidang Administrasi, dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 

1.  Sekretaris pada Inspektorat; 

2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan 
Akuntansi pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; 

3.  Kepala Bidang Aset pada Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset; 

4.  Kepala Bidang Informasi dan Pembinaan 
Aparatur pada Badan Kepegawaian 
Daerah; 

5.  Kepala Sub Bagian Peraturan 
Perundang-undangan pada Bagian 
Hukum Sekretariat Daerah. 

b. Bidang Pemeriksaan, dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 

1.  Inspektur Pembantu I pada Inspektorat; 

2.  Inspektur Pembantu II pada Inspektorat; 
dan 

3.  Inspektur Pembantu III pada Inspektorat. 

 

 

c.  Bidang … 
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c. Bidang Pengolah Data, dengan susunan 
keanggotaan sebagai berikut: 

1.  Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, 
Keuangan, dan Pelaporan pada 
Inspektorat; 

2.  Kepala Sub Bidang Penilaian dan 
Penghapusan pada Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset; dan 

3.  Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.  

 
 
 
Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 23 Januari 2017 
            

WALIKOTA PASURUAN,  
 

Ttd, 
 

 SETIYONO 
 
 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 23 Januari 2017 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 
Ttd, 

 
BAHRUL ULUM 

 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 8 


